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12.  Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 

13. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana; 

14. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 

Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya 

lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar 

Biaya Eksekusi; 

15. Surat Keptusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga 

Bulik Nomor : W16-U10/51/KPN/SK/II/2023 dan Ketua 

Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : W16-

A7/194/HK.05/II/2023 Tentang Penetapan Radius Biaya 

Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Agama Nanga Bulik. 

 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK 

KELAS II TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 

PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II. 

KESATU : Menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan 

Negeri NangaBulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam 

Surat Keputusan ini; 

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024 

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 






























